
 

 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR   48 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk mendapatkan 
data Barang Milik Daerah yang benar, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, Pengelola dan Pengguna Barang 
Daerah dalam setiap 5 (lima) tahun sekali harus 
melaksanakan sensus barang milik daerah untuk 

menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris 
beserta rekapitulasi barang inventaris milik Pemerintah 
Daerah; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Bandung tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus 
Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung. 
 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)  

; 
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400);  
 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 4484); 

 

  7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234); 
 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4855); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 2); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 

Nomor 17); 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2012 Nomor 23); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan 
Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 
   

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah  Kabupaten Bandung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bandung. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD 
selaku Pengguna Barang. 

4. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD selaku Kuasa 
Pengguna Barang. 

5. Petugas Pelaksana Inventarisasi adalah pengurus barang 

daerah yang ada di masing-masing SKPD. 
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah Kegiatan untuk 

melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil 
pendataan Barang Milik Daerah. 

7. Kartu Inventaris Barang selanjutnya disebut KIB adalah 

kartu untuk mencatat Barang-barang Inventaris secara 
tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, 
volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lainnya 

mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk 
inventarisasi maupun tujuan lainnya, serta dipergunakan 

selama barang tersebut belum dihapuskan. Kartu 
Inventaris Barang terdiri dari Kartu Inventaris Barang A, B, 
C, D, E dan F. 

8. Kartu Inventaris Ruangan selanjutnya disebut KIR adalah 
Kartu untuk mencatat barang-barang yang ada dalam 
suatu ruangan. 

9. Buku Inventaris yang selanjutnya disebut BI adalah 
himpunan catatan data teknis dan administrasi yang 

diperoleh dari catatan Kartu Barang Inventaris (KIB) sebagai 
hasil inventarisasi di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang dilaksanakan serentak pada waktu tertentu. 

10. Buku Induk Inventaris (BII) merupakan 
Kompilasi/gabungan dari Buku Inventaris. 

 
 

Pasal 2 

 
(1) Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah meliputi 

kegiatan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, 

pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah. 
 

(2) Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah menghasilkan 
Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan 
daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak. 
 

(3) Buku Inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan 
mempunyai fungsi dan peran dalam rangka : 

 

a) Pengendalian, Pemanfaatan, pengamanan dan 
pengawasan setiap barang milik daerah; 
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b) Usaha untuk menggunakan, memanfaatkan setiap 

barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan 
fungsinya masing-masing; 

 
c) Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah. 

 

(4) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik 
daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 

 

 
BAB II 

SISTEMATIKA PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
SENSUS BARANG MILIK DAERAH 

 

Pasal 3 
 

Sistematika Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik 
Daerah meliputi : 
 

BAB I  PENDAHULUAN 
 
BAB II  ORGANISASI 

 
BAB III  KEBIJAKAN 

 
BAB IV  PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH 
 

BAB V  PELAPORAN 
 
LAMPIRAN 

 
 

BAB III 
ISI DAN URAIAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

SENSUS BARANG MILIK DAERAH 

 
Pasal 4 

 
(1) Isi dan Uraian Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus 

Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 
 

(2) Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pedoman 
dalam melaksanakan sensus barang milik daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 
 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 
 

 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal  13 November 2013 
  
 BUPATI BANDUNG 

  
ttd 

 
 

 DADANG M. NASER 

 
Diundangkan di Soreang 

 

pada tanggal 13 November 2013  
  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 

 

ttd  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA  
  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013  NOMOR 48 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


